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SAMBUTAN

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
kita masih diberikan kesempatan dan
kesehatan, sehingga penyusunan Laporan
Tahunan (Laptah) Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan Tahun 2021 dapat
diselesaikan dengan baik dan tepat pada
waktunya sebagai bagian dari kontribusi dalam
mendukung terwujudnya visi Badan POM.
Laporan tahunan ini merupakan salah satu

bentuk publikasi hasil kerja instansi pemerintah

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran kerja Pusat Data dan informasi Obat
dan Makanan selama tahun 2021. Selanjutnya diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat
diidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan
serta efisiensi dan efektifitas pada masa yang akan datang.

Kondisi dan lingkungan yang semakin dinamis menjadi tantangan bagi Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan untuk semakin adaptif melalui berbagai pendekatan strategis,
tidak hanya melalui integrasi dan koordinasi serta memperkuat kerjasama dengan berbagai
pihak lintas sektor baik pemerintah maupun swasta, tetapi juga dengan program dan kegiatan
aksi strategis. Dalam laporan ini juga disampaikan capaian kinerja masing-masing program,
serta berbagai aspek pendukung lainnya berupa peningkatan kompetensi sumber daya

manusia.

Ditengah-tengah pandemi COVID-19 untuk membantu percepatan penanganan COVID-19,
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melalui BPOM Operational Center (BOC)
menyajikan data Obat dan Vaksin COVID-19 yang dapat diakses sampai dengan UPT di
seluruh Indonesia. Data ini dapat sebagai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan

pengawasan Obat dan Vaksin COVID-19 yang dilakukan sampai dengan UPT di seluruh

Indonesia.




sat Data dan Informasi Obat dan Makanan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas

fayanan TIK, data dan informasi untuk mewujudkan Sistem TIK yang andal dalam pengawasan
Obat dan Makanan. Selama tahun 2021 Pusat Data dan Infomasi Obat dan Makanan berhasil
memperoleh penghargaan berupa TOP 45 Inovasi Terbaik dalam

Kompetensi Inovasi Layanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan Kemenpan RB pada
29 Juli 2021 melalui Aplikasi BPOM Mobile, selain itu terdapat beberapa capaian keberhasilan
salah satunya Badan POM melalui Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berhasil
menyelenggarakan launching BPOM CSIRT dalam rangka membangun Digital Government
Indonesia, serta peningkatan keamanan siber khususnya dalam pengawasan obat dan

makanan, sebagai dukungan pada penguatan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia.

Akhir kata dengan disusunya laporan tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran
atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan
memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
akan selalu berupaya memperbaiki kinerja serta menyempurnakan pelaporan dalam rangka
mengamati berbagai permasalahan yang ada sebagai acuan penyusunan program di tahun
berikutnya.

il 2022
Wata dan Informasi Obat dan Makanan
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HIGHLIGHT KEGIATAN

Selama Tahun 2021, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menerima

penghargaan dan catatan keberhasilan, antara lain:

Sosialisasi Teknologi dan Informasi

Sosialisasi  Teknologi
Informasi dan
Komunikasi dengan
W H P Dybér Security
dalam Mendukung
Digital Transformation "
secara daring dan
luring di Bandung pada
tanggal 25-28 April
2021.

Ditengah tuntutan

keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayana publik dan
pemerintahan, kemudahan komunikasi dan akses di era digital kini, membuka peluang
adanya kebocoran data dan informasi. Oleh karena itu pada tanggal 25-28
April 2021 Badan POM RI melalui Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
menggelar kegiatan Sosialisasi TIK dengan tema Tyber Security dalam mendukung
Digital Transformation” VHFDUD GDULQJ GDQ O X Unn@aladalah Uniuk) G X Q J
membangun pemahaman dan awareness yang baik bagi pegawai Badan POM akan

pentingnya transformasi digital, cyber security, dan Satu Data Badan POM.

5 (Lima) Besar Nominasi Penilaian Kinerja Percepatan

Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (PPB)
Pada tanggal 3-4 Juni 2021 telah dilakuakan assessment lapangan mengenai

Penilaian Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) oleh Suveyor (PT.Sucofindo) dan
SHUZDNLODQ %3.0 GLPDQD %DGDQ 320 PHUDLK SUHGLNDW




,QRYDVL 3%320 ORELOH® PHQHULPD 3HQJKDUJD
Terbaik

dalam Kompetensi

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBEi: - 93¢ PANTD
KLASTER LEMBAGA DAN BUMN §¢ 27 -5, e %

.

Inovasi Layanan
Publik (KIPP) yang BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
dilaksanakan
Kemenpan RB pada
29 Juli 2021.

Badan POM melalui
LQRYDVL
Mobile

menorehkan

prestasi dengan menerima penghargaan TOP 45 Inovasi Terbaik dalam Kompetisi
Inovasi Layanan Publik (KIPP), KIPP merupakan kompetisi untuk menjaring inovasi
pelayanan yang dilahirkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Launching CSIRT BPOM tanggal 3 November 2021

Dalam rangka
membangun Digital
Government Indonesia,
sangat penting bagi kita
untuk dapat melindungi
data dan informasi yang
kritikal dan strategis,
melalui CSIRT, Badan
POM berkomitmen terus

] B .
?*.-_.i G@pustanboom @’V melakukan  perbaikan
s wys P /X

dan peningkatan
keamanan siber khususnya dalam pengawasan obat dan makanan, sebagai dukungan
pada penguatan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Acara peluncuran
BPOM CSIRT diresmikan oleh Kepala Badan POM bersama Kepala BSSN yang
dihadiri oleh tamu undangan dan Kementerian/Lembaga lain dan juga pejabat tinggi
Madya dan Pratama Badan POM serta disaksikan oleh seluruh unit pusat dan unit
pelaksana teknis Badan POM di seluruh Indonesia melalu zoom dan kanal Youtube
@Pusdatin BPOM RI.




Resertifikasi ISO 27001

- Untuk menjamin
H h P339 H
bsi. © & penerapan Sistem
Certificate of Registration ; . i )
ORNATION SECLRITY KANAGEYENT SYSTON - 507EC 7001 2013 = SETTETEREEL Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI)

diterapkan sesuai dengan
standar yang berlaku
maka pada tanggal 8-9
Juni 2021 Pusat Data dan
Informasi  Obat  dan
Makanan telah melakukan
Audit Internal ISO 27001.

Tujuan dari penerapan SMKI sendiri adalah untuk menjamin dan menjaga aset

informasi aman dari risiko kehilangan, kerusakan, atau ancaman lainnya.

Resertifikasi ISO 9001:2015

Tujuan dari dilakukannya resertifikasi ISO 9001:2015 adalah untuk peningkatan mutu
dan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, adapun proses audit
dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 27-28 Mei 2021.

CERTIFICATE i

Certificate No. QSC 01831

X Pape Pumes Uing Ko 34 Jkorte {2700
: Fax 7087029; Emat

Infe si Obat dan
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Maﬁ-im Indonesia
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Tifikat inf berloku Oari 18 November 2021 sampal 17 November 2024
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Indeks SPBE BPOM mengalami peningkatan dari 2,37 di ~ Tahun

2019 menjadi 2,91 di Tahun 2021

Badan POM telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

untuk menjaga kualitas SPBE, maka dilakukan penilaian terhadap indeks SPBE,

peningkatan nilai indeks SPBE adalah salah satu poin tujuan Badan POM yaitu

tercapainya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan

publik yang berkualitas dan terpercaya tetap menjadi tujuan utama Badan POM.

Nama Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan

K/IL/D Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Indeks SPBE 291

Predikat SPBE : Baik

Domain Kebijakan SPBE 310

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE : 310
Domain Tata Kelola SPBE 1 270
Perencanaan Strategis SPBE

Teknologi Infermasi dan Komunikasi 3.25
Penyelenggara SPBE

Domain Manajemen SPBE : 1.09
Penerapan Manajemen SPBE

Audit TIK

Domain Layanan SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemanfaatan TIK dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan

terhadap Peredaran Vaksin:

a.

Gateway Vaksin dan Obat

Dengan dibangunnya gateway ini maka akan mempermudah pemantauan
monitoring distribusi produk Vaksin dan Obat hingga sarana pelayanan. Saat ini
gateway sudah memperoleh informasi distribusi dari pihak PT Bio Farma dan dari
aplikasi SMILE *Kementerian Kesehatan.

Intensifikasi Pemeriksaan Sarana Peredaran Vaksin melalui SIPT

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memfasilitasi pelaporan intensifikasi

pemeriksaan sarana peredaran vaksin oleh UPT melalui SIPT.

Migrasi Server Pelayanan Publik ke Pusat Data Center Nasional

Kominfo

Kegiatan ini mendukung peningkatan efisiensi, jaminan keamanan, serta optimalisasi

pemanfaatan satu data pemerintah dalam pengambilan kebijakan keputusan berbasis

data atau data driven policy making.




Pembangunan Portal Satu Data BPOM

BPOM telah berproses menuju Satu Data untuk mempermudah pengawasan Obat dan
Makanan, sekaligus agar tersedia data BPOM yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pada tahun 2021 telah
diselesaikan pembangungan portal Satu Data BPOM.

Single Submission Layanan Ekspor Impor Integrasi K/L

Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah yang berbasis teknologi informasi untuk
menghilangkan repetisi dan duplikasi. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan
negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha, maka terbentuklah integrasi data

terkait permohonan importasi vaksin COVID-19.

Modul Pelaporan Barang Kiriman

Dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan pada garis masuk ke wilayah
Indonesia, BPOM berkoordinasi dengan Dit Bea dan Cukai. Salah satu kegiatan
tersebut adalah elektronisasi Pelaporan Pemasukkan Barang Keperluan Pribadi
melalui jasa pengiriman. Saat ini sedang dilakukan uji coba pada barang pemasukan
melalui jasa pengiriman di kantor pos Jakarta. Pada tahun 2022 akan dilaksanakan
integrasi data secara realtime dengan Bea Cukai.

BOC, Portal Pengawasan Obat dan Vaksin C OVID-19

Percepatan penanganan COVID-19 tidak lepas dari penyediaan Vaksin dan Obat
COVID-19, begitu juga dalam rangka pengawasannya. BPOM Operational Center
(BOC) menyajikan Data Obat dan Vaksin COVID-19 yang dapat diakses sampai
dengan UPT di seluruh Indonesia. Data ini dapat sebagai dasar dalam pelaksanaan
pemantauan dan pengawasan Obat dan Vaksin COVID-19 yang dilakukan sampai
dengan UPT di seluruh Indonesia.




BAB | PENDAHULUAN

A. VISI
Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah

menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong  royong

Visi BPOM merupakan komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam
perannya sebagai unit pendukung BPOM dalam pengawasan obat dan makanan.

B. MISI
Dalam upaya mewujudkan visi BPOM 2020-2024, BPOM telah menetapkan misi BPOM
2020-2024 yaitu:

e N
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan
bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

aVa
_J L

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan
keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan
berdaya saing untuk kemandirian bangsa

\(
-

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat
dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Y4
J

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan
publik yang prima di bidang Obat dan Makanan
\ J

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi BPOM 2020-2024, Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan menjabarkan misinya dengan mempertimbangkan capaian kinerja,
potensi dan permasalahan, serta memperhatikan kebutuhan para pemangku, sebagai
berikut:
1. Misi 1 Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan
makanan
Misi 2 Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM
Misi 3 Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan

Misi 4 Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan

Makanan yang professional




UDAYA ORGANISASI
1. Profesional

Menegakan profesionalisme dengan integritas, objektifitas, ketekunan, dan komitmen
yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya dan diakui masyarakat luas, nasional, dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
6. Responsif atau Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

STRUKTUR ORGANISASI
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi, Kepala Pusat Data dan

Informasi dibantu oleh 4 (empat) koordinator, yaitu Koordinator Kelompok Substansi
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Koordinator Kelompok Substansi
Sistem Informasi; Koordinator Kelompok substansi Tata Kelola Data dan Informasi,
Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Keamanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dan 8 (delapan) Subkoordinator Subkelompok Substansi, yaitu
Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan Infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Subkoordinator Subkelompok
Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik,
Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Informasi Layanan Internal, Subkoordinator Subkelompok Substansi Arsitektur Data dan
Informasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Berbagi Pakai Data dan Informasi,
Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan Teknologi informasi dan

komunikasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Sistem Keamanan Data dan

Informasi, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pelaksana.




BADAN POM

PUSAT DATA DAN INFORMASI

J IRMAYANTY, ST
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
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infrastuktur teknologt informasi dan
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SYAMSIDAR THAMRIN, ST, MBA

Kepala Pusat Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan

EKAWATI EMILIA
HASANUDDIN, S.KOM

ka dan Infr

ROYANIH, S.KOM
Koordinator Kelompok Substansi
Kelompok Substansi Perencanaan dan
Keamanan teknologi informasi dan
komunikasi

E. TUGAS POKOK ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat da

Struktur Organisasi

JAYA SUKMA, S.KOM, M.KOM
Xaoraiagior Kelewhal Sutiianit

ARIEF DWI PUTRANTO S.S1, |\
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JUDHI SARASWATI SP,MKM
Subkoordinator Subkelompok Substansi Arstektur Data dan
Informasi

BOWO UMBARDIONO, s KOM
Subkoordinator Subkelompot Layanan berbagi pakai

GRUM §.51, APT.,M.KM

Teknologi

d Awmu kas

AFFANDI SUKARJAN, S. KOM

'Subkoordine A.\bk![‘:bl 15 Sistem Kea:
fon informasi

nan Data

n Makanan No 21 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Data dan

Informasi Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan melal

ui Sekretaris Utama. Peran strategis

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilandasi dengan semangat untuk

mendukung dan meningkatkan peran pengawasan Obat dan Makanan.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan data dan informasi di bidang pen
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang i

gawasan Obat dan Makanan, serta

nfrastuktur teknologi informasi dan

komunikasi, sistem informasi, dan tata Kelola data dan informasi.

informasi, dan tata Kelola data dan informasi.

Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi, system informasi dan tata Kelola data dan informasi

Pelaksanaan addministrasi pusat

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan




BAB || PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA
Sebagai salah satu penopang terlaksananya tugas dan fungsi Pusat Data dan

Informasi Obat dan Makanan diperlukan sumber daya manusia dengan kuantitas
yang mencukupi dan memiliki keahlian serta kompetensi di bidangnya sesuai
dengan kebutuhan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Meskipun
sumber daya manusia merupakan salah satu dari sumber isumber daya lain yang
dimiliki oleh suatu organisasi, namun untuk menghadapi tantangan global dengan
beban pekerjaan yang semakin tinggi, sumber daya manusia menjadi salah satu
faktor yang paling menentukan terhadap sumber isumber daya lain tersebut dan
juga memiliki peranan cukup penting dalam menetukan arah pelaksanaan tugas
dan fungsi serta pencapaian visi dan misi organisasi. Sumber daya manusia yang
profesional membantu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk terus
berkembang melalui berbagai inovasi demi menghasilkan kinerja yang lebih baik
kedepannya.
1. Data Kepegawaian
Jumlah sumber daya manusia pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan per Desember tahun 2021 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 41 (empat puluh satu) Pegawai Pemerintah Non PNS
(PPNPN).
a. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
1) Penugasan Koordinator, Subkoordinator dan Struktural
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dipimpin oleh Eselon Il yang
membawahi Koordinator sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang
perempuan dan 2 orang laki-laki, Subkoordinator sebanyak 8 orang yang terdiri
dari 4 orang perempuan dan 4 orang laki-laki serta Eselon IV yang terdiri dari

1 orang perempuan. Berikut adalah grafik jumlah pegawai struktural Pusat

Data dan Informasi Obat dan Makanan:
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2) Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Untuk rincian mengenai formasi pejabat fungsional tertentu dan fungsional
umum di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat dilihat melalui
data tabel berikut:

No Nama Jabatan Fungsional Tertentu Meigwéitipggggghygggt Ini
1. | Pengawas Farmasi dan Makanan Muda 2
2. | Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama 4
3. | Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil 1
4. | Pranata Komputer Ahli Madya 3
5. | Pranata Komputer Ahli Muda 10
6. | Pranata Komputer Ahli Pertama 9
7. | Pranata Komputer Terampil 10
8. | Pustakawan Pelaksana 1
9. | Pustakawan Ahli Pertama 1
10. | Pranata Komputer Keahlian 1
11. | Pranata Komputer Keterampilan 5
12. | Pranata Keuangan APBN Terampil 1
13. | Pranata Keuangan APBN 1
14. | Analis Pengelola BMN 1
15. | Pengadministrasi Keuangan 1
16. | Verifikator Keuangan 1
17. | Perencana Ahli Pertama 1
18. | Arsiparis Terampil 1
19. | Arsiparis Keahlian 1
20. | Arsiparis Keterampilan 1
21. | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 1
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b. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan akan menentukan pembagian serta pelaksanaan tugas
seorang pegawai. Penempatan seorang pegawai kedalam masing #masing fungsi
di unit Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah disesuaikan dengan
kompetensi yang dimiliki. Tingkat pendidikan pegawai Pusat Data dan Informasi
Obat dan Makanan di dominasi oleh Strata-1 (S1) atau setara (D4 dan S1 Profesi)
sebanyak 60 orang, dan tingkat pendidikan paling sedikit kuantitasnya adalah
SMA/sederajat yaitu sebanyak 6 orang. Untuk data tingkat pendidikan yang lebih

rinci dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:

PROPORSI SDM PUSDATIN BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

S2,7
SMA/Sederajat,6
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1,60

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk berkompetisi dengan
tantangan global dan tuntutan pekerjaan, sumber daya manusia Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan masih membutuhkan peningkatan, baik dari segi
kuantitas ataupun kualitas, dimana kedua komponen tersebut harus berjalan
beriringan secara seimbang, agar kinerja yang dihasilkan oleh pegawai sendiri

lebih optimal sehingga visi, misi, tugas dan fungsi organisasi dapat tercapai.

e _ Jumlah
No Kualifikasi Pendidikan PNS | PPNPN
1. | Strata 2 7 Orang

Administrasi Bisnis
Teknologi Informasi
Kesehatan Masyarakat
llImu Komputer
Magister Teknik
Kesehatan Ligkugan

2. | Strata 1 +Strata 1 Profesi £D4 60 Orang
Apoteker/Sarjana Farmasi
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Informatika
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Manajemen Informatika
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C.

e - Jumlah
No Kualifikasi Pendidikan PNS | PPNPN
Teknik Informatika 4 8
Teknik Komputer - 1
Perpustakaan 2 -
Ekonomi/Akuntansi 4 1
Teknik Kimia - 1
Kesehatan Masyarakat - 2
3. | D3 27 Orang
Teknik Informatika 5 -
Manajemen Informatika 9 4
Kearsipan 1 -
Akuntansi 2
Perpustakaan dan informasi 2 -
Hukum - 1
Analis Farmasi dan Makanan 1 -
Sistem Informasi 1 -
Teknik Komputer - 1
4. | Lain-lain 6 Orang
Sekolah Menengah Farmasi 1 -
Sekolah Menengah Atas - 3

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan usia dibagi dalam beberapa
kelompok usia kebanyakan diantaranya kelompok usia 20 +30 tahun, 31 +40
tahun, 41 £50tahun dan 51 +60 tahun. Untuk rincian mengenai komposisi sumber
daya manusia berdasarkan usia pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat
dan Makanan dapat dilihat melalui melalui tabel berikut:

No | Kelompok usia Jumlah
1 |20 +30 39
2 | 31 +40 40
3 | 41 £50 15
4 |51 +60 6

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa komposisi sumber daya
manusia pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan di dominasi
oleh kelompok usia 31 +40 tahun sebanyak 40 orang dan kelompok usia 51 +60
tahun dengan sumber daya manusia paling sedikit yaitu sebanyak 6 orang.

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Kondisi dominasi perempuan pada sumber daya manusia di lingkungan Badan
POM selaras dengan kondiri riil komposisi sumber daya manusia dengan jenis
kelamin perempuan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

yaitu sebanyak 58 orang dan sumber daya manusia dengan jenis kelamin laki +

laki sebanyak 42 orang.




Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan kondisi riil dan perhitungan analisis beban kerja (ABK) kebutuhan
sumber daya manusia Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2021
adalah sebagai berikut:

Kondisi Kebutuhan
Nama Jabatan Riil Berc_ia}sarka_n Kekurangan
Analisis Kerja

Jabatan Fungsional Tertentu

Arsiparis Pelaksana 2 2 0
Arsiparis Ahli Pertama 1 4 4
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda 2 3 1
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 4 4 0
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil 1 1 0
Perencana Pertama 1 1 0
Pranata Komputer Utama 0 1 1
Pranata Komputer Ahli Madya 3 4 1
Pranata Komputer Ahli Muda 10 8 -2
Pranata Komputer Ahli Pertama 9 16 7
Pranata Komputer Terampil 15 21 6
Pustakawan Muda 0 1 1
Pustakawan Pelaksana Lanjutan 0 1 1
Pustakawan Pelaksana 1 1 0
Pustakawan Ahli Pertama 0 1 1

Jabatan Fungsional Umum

Verifikator Keuangan 1 1 0
Analis Anggaran 0 1 1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 0 1 1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 0 4 4
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 0 8 8
Pranata Keuangan APBN Penyelia 0 2 2
Pranata Keuangan APBN Mahir/Bendahara 1 2 1
Pranata Keuangan APBN Terampil/Pengadministrasi 1 1 0
Keuangan

PPBJ Ahli Muda 1 1 0
Analis Pengelola BMN 2 2 0
Penata Laksana Barang 0 2 2
Pengadministrasi Keuangan 1 1 0
Pranata Komputer Keahlian 1 7 6
Pranata Komputer Keterampilan 2 8 6




Pada tahun 2021 kebutuhan pegawai pada posisi jabatan struktural sebanyak

10 (sepuluh) orang, dan sudah terisi seluruhnya;

Berdasarkan analisa beban kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,
kebutuhan untuk jabatan fungsional tertentu adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam)
orang. Untuk saat ini jabatan fungsional tertentu diisi sebanyak 49 (empat puluh
sembilan) orang, sehingga kebutuhan pegawai untuk posisi jabatan fungsional
tertentu adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Dalam rangka mencukupi
kebutuhan pegawai setiap tahun Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
mengajukan penambahan pegawai, namun terkait dengan kebijakan rekruitment
pegawai maka pemenuhan kebutuhan terhadap pegawai dilakukan secara bertahap;
Berdasarkan analisis beban kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,
kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional umum sebanyak 41 (empat puluh satu)
orang. Saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dalam
rangka mencukupi kebutuhan pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,

maka pekerjaan diakomodir oleh Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN).

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan
memastikan kemampuan pegawai agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan
sehingga dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Sejak
Januari 2021 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melakukan upaya
peningkatan kompetensi sumber daya manusia kepada seluruh pegawai, diantara lain
melalui penugasan tugas belajar dan pengembangan kompetensi dilakukan oleh
pihak internal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan rinciannya dapat

dilihat melalui tabel berikut:

No Judul Kegiata n Pengembangan Kompetensi Bulan Jumlah
Peserta
1 | Bimbingan Teknik Tata Cara Pengisian Form Manajemen Juni 43 orang
Resiko
2 | Pengembangan Diri dan Etika Profesional ASN Mei 100 orang
3 | Sosialisasi Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2021 Juli 50 orang

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Pranata Komputer

4 | 6RVLDOLVDVL 7,. 3&\EHU 6HFXULW\ April 202 orang
7TUDQVIRUPDWLRQ’
5 | Workshop Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi | Oktober 56 orang

BPOM Menuju ASN PUSDATIN PASTI (Profesional,
Adaptif, Solutif, Tangguh, Inovatif)




ARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang ada di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

No Jenis Peralatan Jumlah | Keterangan
1 A.C. Split 21 Bk
2 Acces Control System 1 Baik
3 Acces Point 21 Baik
4 Air Conditioning (AC) 5 Baik
5 Alat Komunikasi Lainnya 132 Baik
6 Alat Pemadam Kebakaran 1 Baik
7 Alat Pemotong Kertas 3 Baik
8 Alat Pencetak Label 1 Baik
9 Alat Pendingin Lainnya 4 Baik
10 Background / Kertas Background 2 Baik
11 Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 191 Baik
12 Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya 15 Baik
13 Barcode Reader 10 Baik
14 Blader Syringe Complete 1 Baik
15 Board Display Baik
16 Brandkas Baik
17 Buku Lainnya 138 Baik
18 Camera Conference 12 Baik
19 Camera Digital 5 Baik
20 CAT 6 Cable 21 Baik
21 CCTV - Camera Control Television System 44 Baik
29 Converter 40 Baik
23 Data Processing Unit 2 Baik
24 | Display 10 Baik
25 Elevator /Lift 1 Baik
26 End Point Vicon 4 Baik
27 External 2 Baik
28 Facsimile 1 Baik
29 Fibral Optic Coacial 1 Baik
30 Filing Cabinet Kayu 20 Baik
31 Finger Printer Time and Attandance Acces Control System 2 Baik
32 Firewall 4 Baik
33 Focusing Screen/Layar LCD Projector 6 Baik
34 Genset 1 Baik
35 Handy Cam 4 Baik
36 Hard Disk 32 Baik
37 Hasil Kajian/Penelitian 6 Baik
38 Head Set 2 Baik
39 Instalasi 2 Baik
40 Instrumen Tray 7 Baik
41 Jaringan Listrik Lainnya 5 Baik
42 Kabel 134 ;
43 Kabel UTP 50




No Jenis Peralatan Jumlah | Keterangan
44 Kamera Udara 1 el
45 | Karpet 1 Baik
46 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 13 -
47 Kursi Besi/Metal 107 Baik
48 Kursi Fiber Glas/Plastik 3 Baik
49 KVM Keyboard Video Monitor 2 Baik
50 Lambang Instansi 1 Baik
51 Lantai Uji 2 Baik
52 | LlapTop 47 Baik
53 LCD Projector/Infocus 16 Baik
54 Lemari Besi/Metal Baik
55 Lemari Es Baik
56 Lemari Kayu 17 Baik
= Lemari Penyimpan 7 Baik
58 Lifter Standard ( 1 Liter) 2 Baik
59 Local Area Network (LAN) 460 Baik
60 Locker 2 Baik
61 Meja Kerja Kayu 69 Baik
62 Meja Komputer 132 Baik
63 Meja Potong 1 Baik
64 Meja Rapat 7 Baik
65 Meja Resepsionis 3 Bk
66 Mesin Fotocopy Electronic 3 Baik
67 Meubelair Lainnya 39 Baik
68 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 1 Baik
69 Mini Komputer 31 Baik
70 Mobile Gateway 1 Baik
71 Mobile Modem GSM/ CDMA 6 Baik
72 Monografi 238 Baik
73 Netware Interface External 5 Baik
74 Note Book 104 Baik
75 Optical Terminal Box 6 Baik
76 P.C Unit 2 Baik
77 Pahatan Kayu 1 Baik
78 Panel Pameran 4 Baik
79 | Panggung 2 Baik
80 Papan Gambar 2 Baik
81 Partisi 12 Baik
82 Partisi / Backdrop Logo Pusdatin 1 Baik
83 PC Workstation 92 Baik
84 Peralatan Jaringan Lainnya 63 Baik
85 Peralatan Komputer Lainnya 2 Baik
86 Personal Komputer Lainnya 13 Baik
87 Pesawat Telephone Baik
88 Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) Baik
Power Distribution Board 36

89

Printer (Peralatan Personal Komputer)




No Jenis Peralatan Jumlah | Keterangan
91 Rackmount 25 Baik
g2 | RakKayu Baik
93 Rak Peralatan -
94 Rak Sepatu ( AlImunium) Baik
95 Rak Server 32 Baik
96 Rak Server 32 Baik
97 Rak Terminal Vencing 1 Baik
08 Router 8 Baik
99 Scalpels Blades 2 Baik
100 Scanner 6 Baik
101 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 6 Baik
102 Server 87 Baik
103 | Sice 3 Baik
104 Software Komputer 78 Baik
105 Sun Screen 9 Baik
106 Switch 152 Baik
107 Switch Rak 12 Baik
108 | System/Power Supply Lainnya 14 Baik
109 Tablet PC 15 Baik
110 | Tangga Aluminium 1 Baik
111 Televisi 12 Baik
112 | Temperature Sensor Set 55 Baik
113 Teralis Baik
114 | Tripod Camera Baik
115 TV Connector Baik
116 Uninterruptible Power Supply (UPS) 16 Baik
117 | Uninterupted Power Supply (UPS) 27 Baik
118 Vertikal Blind 14 Baik
119 Video 4 Baik
120 Video Conference 12 Baik
121 Video Monitor 13 Baik
122 Video Processor 1 Baik
123 Wanscaller 1 Baik
124 | Wireless Access Point 165 Baik

C. ANGGARAN
Berikut adalah realiasi anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Tahun 2021 per rincian kegiatan:

Keuangan
No Nama Kegiatan Jumlah Biaya Rupiah (Rp) Persentase
(%)

4114.TAJ.001.051 Pengembangan e -Government

1 | Pengembangan Aplikasi Registrasi 619.296.000 619.296.000 100%

2 | Pengembangan Aplikasi SIPT dan layanan 222.125.000 222.125.000 100%

laboratorium
3 | Pembangunan Aplikasi Sesuai Lingstra BPOM 1.268.627.000 | 1.268.627.000
4 | Pengembangan Aplikasi Sertifikasi 315.100.000 315.099.900




Keuangan
No Nama Kegiatan Jumlah Biaya Rupiah! (Rp) Persentase
(%)
5 | Pengembangan Aplikasi E-payment 102.495.000 102.495.000 100%
6 | Penyusunan Standarisasi Sistem Informasi 96.156.000 96.154.600 100%
7 | Pengembangan Sistem Pengawasan Obat dan 539.853.000 539.418.598 99,92%
Makanan Berbasis Digital
8 | Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Obat 151.940.000 151.940.000 100%
9 | Pengembangan Aplikasi Mendukung 484.720.000 484.720.000 100%
Pengawasan Kedeputian Penindakan
10 | Monitoring dan Evaluasi Penerapan Tanda 128.359.000 128.359.000 100%
Tangan Elektronik (TTE)
11 | Pembinaan dan Bimbingan Teknis TIK 84.220.000 84.220.000 100%
12 | Peningkatan Kompetensi SDM TIK 270.741.000 270.681.493 99,98%
13 | Sosialisasi Sistem TIK 1.259.723.000 | 1.259.723.000 100%
14 | Pengelolaan Sistem Layanan Eksport dan Import 339.896.000 342.861.900 100%
4114.TAJ.001.052 Keterbukaan Informasi Publik
1 | Pengembangan Website Badan POM dan 233.803.000 233.803.000 100%
Webreg Badan POM
2 | Penguatan Reformasi Birokrasi 218.570.000 218.549.998 99,99%
4114.TAJ.001.053 Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur TIK
1 | Pembinaan JF Pranata Komputer 109.501.000 109.501.000 100%
2 | Tata Kelola Infrastruktur TIK 3.156.397.000 | 3.156.397.000 100%
4114.TAJ.001.054 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekeltronik (SPBE) Badan POM
1 | Peningkatan Indeks SPBE Badan POM 361.417.000 361.349.600 99,98%
2 | Koordinasi Pemenuhan Government +CSIRT 690.574.000 690.425.275 99,98%
3 | Review Penerapan Master Plan TIK 2020 +2024 1.400.000 1.375.000 98,21%
4 | Resertifikasi ISO 27001 105.282.000 105.282.000 100%
5 | Penyusunan dokumen BCP (pemenuhan 310.422.000 310.336.080 99,97%
Business Continuity Management)
4114.TAJ.001.055 Layanan Informasi
1 Perkuatan Operasional Backoffice Contact 466.962.000 466.808.148 99,97%
Center
2 | Layanan Perpustakaan Badan POM 468.604.000 468.602.235 100%
3 | Pengembangan Data dan Informasi Badan POM 537.343.000 537.339.400 100%
Command Center
4 | Satu Data Obat dan Makanan 762.089.000 762.059.503 100%
5 Pemutakhiran Informasi 996.000 995.325 99,93%
4114.TAJ.001.056 Layanan Data
1 | Monitoring Implementasi SMART POM 266.201.000 266.201.000 100%
2 | Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko 98.250.000 98.249.850 100%
Melalui Pemetaan Kasus Keracunan
4114.TAJ.001.057 Pengolahan Data
1 | Pemeliharahaan Repositori Data Terpusat 926.129.000 926.128.050 100%
Melalui Data Lake
2 | Tata Kelola Data 104.541.000 104.520.120 99,98%
3 | Pengembangan Platform Big Data MedAn 1.000.000 999.350 99,94%
4114.TAJ.001.058 Penataan dan Penguatan Tata Laksana Pusdatin
1 | Pelaksanaan Penjaminan Mutu ISO 9001:2015, 26.462.000 26.450.300 99,96%
WBK, WBBM
2 | Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan 347.576.000 347.576.000 100%
Kegiatan 2021
3 | Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka | 1.482.122.000 | 1.482.122.000 100%
Pembangunan Sistem Pengawasan
4 | Percepatan Penanganan Covid +19 597.760.000 597.636.420 99,98%




Keuangan

No Nama Kegiatan Jumlah Biaya Rupiah! (Rp) Persentase
(%)
4114.TAJ.001.059 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK
1 | Penilaian dan Evaluasi Training Need Analysis 10.710.000 10.688.000 99,79%
(TNA)
2 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Anggaran 388.732.000 388.732.000 100%
2021
3 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan 129.339.000 129.333.600 100%
Tahunan Pusdatin 2020
4114.EAD.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
1 | Peningkatan Infrastruktur TIK 5.380.454.000 5.380.452.577 100%
4114.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan
1 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.876.693.000 | 6.873.302.231 99,95%
4114.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1 | Pemeliharaan Technical Support e-Government 2.715.815.000 2.715.813.550 100%
2 | Sewa DRC (Disaster Recovery Center) 228.450.000 228.450.000 100%
3 | Layanan Koneksi Jaringan 2.627.692.000 | 2.627.665.910 100%
4 | Pengadaan Peralatan Perlengkapan 408.759.000 408.730.441 99,99%
Perkantoran dan Penambah Daya Tahan
5 | Belanja  Pemeliharaan dan  Operasional 36.000.000 35.996.929 99,99%
Kendaraan Roda 4/6/10
6 | Administrasi Kegiatan 2.539.839.000 | 2.539.833.726 100%
7 | Langganan Daya dan Jasa 1.315.986.000 1.315.976.254 100%
8 | Perawatan Gedung dan Bangunan 222.168.000 222.139.850 99,99%
9 | Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi 360.120.000 360.120.000 100%
Kegiatan Pusdatin
10 | Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 199.616.000 194.613.539 97,49%
11 | Jasa Keamanan dan Pengamanan 191.814.000 191.813.448 100%
12 | Penataan dan Pengamanan Arsip PUSDATIN 202.381.000 202.380.694 100%
13 | Sewa Kendaraan Bermotor Pusdatin 52.000.000 52.000.000 100%

TOTAL
Pengembalian Belanja

41.043.220.000 41.036.470.894‘

6.749.106 |

99,98%
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BAB Il HASIL KEGIATAN

IKU 1 INDEKS SPBE BADAN POM
1. Koordinasi Persiapan Audit SPBE

a. Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik mengamanatkan dibentuknya Tim Koordinasi SPBE sebagai strategi

untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi

pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Badan POM telah membentuk Tim

Koordinasi SPBE Badan POM yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan

POM RI Nomor T1.02.1.2.06.21.248 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tim

Koordinasi SPBE Badan POM terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah berfungsi melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE

dengan tugas #ugas:

1) Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

2) Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait penerapan
kebijakan internal Tim Pengarah SPBE;

4) Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi
pemantauan dan evaluasi penerapan SBPE;

5) Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE
dengan pihak eksternal dalam dan/ atau luar negeri; dan

6) Memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE sebagai
akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau
kebutuhan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Susunan Keanggotaan Tim Pengarah terdiri atas:

1) Ketua : Kepala Badan Pengawas Obat dan Maknaan

2) Koordinator : Sekretaris Utama

3) Anggota

a) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif;
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Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik;
c) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
d) Inspektur Utama.

Sedangkan Tim Pelaksana memiliki susunan keanggotan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

No.

1

2

3

Penanggungjawab: Deputi Bidang Penindakan

Penanggungjawab mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan SPBE

di Badan POM

Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Ketua mempunyai tugas:

a) bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan
SPBE, layanan SPBE

b) mengoordinasi SPBE dengan pihak eksternal dalam dan/atau luar negeri.

Wakil Ketua: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim

pelaksana SPBE.

Sekretaris: Koordinator Substansi Perencanaan dan Keamanan TIK.

Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan administrasi SPBE.

Anggota
Anggota Fungsi
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat a. mengelola arsitektur dan layanan
dan Makanan SPBE;
b. mengoordinasikan pembangunan
aplikasi dan infrastruktur Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK);
c. menerapkan keamanan SPBE;
d. melaksanakan manajemen aset TIK
dan layanan SPBE
e. mengoordinasikan tata kelola data
dan manajemen data; dan
f. mengoordinasikan layanan
pengadaan barang dan jasa secara
elektronik.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi a. mengoordinasikan integrasi proses
bisnis;
b. mengoordinasikan arsitektur bisnis;
dan
c. mengoordinasikan layanan

dokumentasi dan informasi hukum.

Kepala Biro Perencanaan dan a. mengoordinasikan perencanaan
Keuangan SPBE
b. mengoordinasikan penganggaran
SPBE

c. Mengoordinasikan manajemen
keuangan SPBE

d. mengoordinasikan manajemen
kinerja SPBE




11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33

Anggota
Kepala Biro Umum

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Kepala Pusat Pengembangan SDM
Pengawasan Obat dan Makanan

Inspektur |
Inspektur Il

Direktur Registrasi Obat

Direktur Pengawasan Produksi Obat,
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Direktur Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor

Direktur Pengawasan Keamanan,
Mutu dan Ekspor Impor Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif

Direktur Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Direktur Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan

Direktur Pengawasan Kosmetik
Direktur Standardisasi Pangan Olahan
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Direktur Pengawasan Produksi
Pangan Olahan
Direktur ~ Pengawasan Peredaran

Pangan Olahan

Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat

Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan

Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan

Koordinator Substansi Infrastruktur
TIK

Koordinator Substansi Sistem
Informasi

Koordinator Substansi Tata Kelola
Data dan Informasi

Agung Mulia, SE

Rani Pamungkas, SAP

lan Patria Anugerah, SE, Ak
Hendrizal, S.Kom

drg. Indah Ratnasari, M.K.M

Maesya Rachmawati, S.Si, Apt, M.Si
Deni Prastyanto, A.Md

M. Fachrul Rizal, SH

Fungsi

a. mengoordinasikan layanan naskah
dinas elektronik; dan

b. mengoordinasikan layanan barang
dan jasa;

c. mengoordinasikan layanan
pengelolaan barang milik negara.

Mengoordinasi layanan kepegawaian

a. mengoordinasi penerapan
kompetensi Sumber Daya Manusia

b. mengoordinasi penerapan
manajemen pengetahuan

c. mengoordinasi penerapan
penerapan manajemen perubahan

a. mengoordinasikan tingkat
kematangan penerapan manajemen
risiko SPBE

b. mengoordinasikan pengawasan
internal pemerintah

a. menyampaikan kebutuhan layanan
SPBE;

b. mengelola
SPBE; dan

c. menyelenggarakan layanan publik
SPBE.

kebutuhan layanan

Mendukung penerapan SPBE Badan
POM




No.

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Anggota
Irwan Setiawan, S.Si
Deasywaty, S.Si, M.Si
Dwi Nawang Wulan, SH
Fauziah Mappamasing, S.Si, Apt
Tri Wahyuni, SE, ME
Rafika Agusriana, S.Si, Apt
Dzikri Habibilah, S.Kom
Junius Yosafati Zega, S.Kom
Indah Widiyaningrum, S.Si, Apt.,M.KM
Affandi Sukarjan, S.Kom
Siti Masyitoh, S.Kom
Maria Melisa S, S.Si, Apt
Irza Hartiantio Rahmana, A.Md
Vinsca Pramesthi, A.Md
Sannie Ragistia, A. Md.
Nurlaila Sari, A.Md.MI.
Dyah Aprillia Retno A, A.Md
Djohan Sunaryadi, A.Md.

Tabel Anggota Tim Koordinasi SPBE

Selain Tim Koordinasi Badan POM telah membentuk Tim Asesor SPBE Badan

POM vyang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor
T1.02.2.8.06.21.148 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tim
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Asesor SPBE BPOM terdiri atas:

Pengarah mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan dan implementasi

semua kegiatan audit terkait SPBE

Penanggungjawab mempunyai tugas memastikan pelaksanaan audit terkait

SPBE berjalan dengan baik

Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan evaluasi mandiri terhadap

pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ada Badan Pengawas

Obat dan Makanan

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu mengoordinasikan evaluasi mandiri

terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ada Badan

Pengawas Obat dan Makanan

Sekretaris mempunyai tugas:

a) Mengoordinasikan aktivitas tim asesor;

b) Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;

c) Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan
dan bukti pendukung kepada Anggota tim asesor; dan

d) Bertanggungjawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung
efektif dan efisien.

Anggota mempunyai tugas:

a) Mengumpulkan dan mendokumentasi data, informasi da

pendukung pada proses evaluasi mandiri;




Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian

terkait pertanyaan pada kuisioner;

c) Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada
Penanggung Jawab (Supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan
atau persetujuan; dan

d) Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung
pada kuesioner.

e) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses
penilaian

f)  Melakukan penilian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu)
tahun;

g) Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk
perbaikan pelaksanaan dan pencapaian indeks SPBE Badan POM,;

h) Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor SPBE;

i) Memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana pada setiap
area perubahan; dan

J) Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim Asesor.

Dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor SPBE diharapkan dapat
menjadi penggerak pembangunan SPBE yang lebih baik di Badan POM.

Pelaksanaan Audit SPBE

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diterbirkan untuk menggantikan
peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Eveluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adanya perubahan
peraturan ini menyebabkan perubahan indikator audit SPBE dari yang
sebelumnya 35 indikator menjadi 47 indikator.

Perubahan indikator ini perlu dipelajari dengan lebih mendalam. Oleh karena itu

telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan narasumber dari Menpan RB,
BPPT, BSSN dan BPS. Pertemuan pertama dilakukan pada Rabu, 7 April 2021
dengan narasumber dari BPS dengan materi Sosialisasi tools audit SPBE sesuai
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020.
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Gambar Pembahasan Arsitektur SPBE dengan BPS

Dari pertemuan dengan BPS tersebut dipelajari bahwa pentingya bagi Badan POM
untuk memiliki Arsitektur SPBE yang sesuai dengan proses bisnis Badan POM.
Selain itu, sebagai langkah awal untuk persiapan audit SPBE maka Badan POM
perlu segera menyusun data dukung yang sesuai dengan 47 indikator yang ada di
regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pertemuan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi SPBE sesuai
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020. Pertemuan ini dilaksanakan
pada Senin, 12 April 2021 di Hotel Aryadura, Jakarta. Pada pertemuan tersebut
diundang narasumber dari Menpan RB, BPPT dan BSSN.

Pada pertemuan ini, narasumber dari Menpan RB menjelaskan perbedaan antara
indikator audit SPBE yang lama dan indikator audit SPBE yang baru. Indikator
audit SPBE yang baru mencakup beberapa hal yaitu arsitektur SPBE, Peta
Rencana SPBE, Manajamen Data, Jaringan Internal, Keamanan Informasi, Audit,
Kolaborasi SPBE, Manajemen SPBE, Pengelolaan BMN, Kinerja Pegawai dan
Layanan Data Terbuka.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERATURAN MENTER! PANRB NO 56 TAH

Mempelajari lebih lanjut indikator baru pada permenpan 59/2020

Pada Domain Kebijakan terdapat kebijakan baru terkait

« WArsitektur SPBE,

= WPeta rencana,

= MManajemen Data,

= BJaringan Internal

« MKeamanan informasi, dan

= MAUdit
Pada Domain Tata Kelola terdapat indikator baru seperti Kolaborasi SPBE;
Pada Domain Manajemen SPBE yang seluruhnya baru;
Pada Domain Layanan terdapat

« WPengelolaan BMN,

= HKinerja Pegawai, dan

= MLayanan Data Terbuka.

Gambar Indikator Baru Permenpan RB 59/2020
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Rapat Sosialisasi SPBE Permen PAN dan RB No...

mﬂﬂ Rapat Sosialisasi SPBE

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020

dalam Rangka Penerapan Sistem Pemerintahan P~-ho-* Elekeronik (SPBE) Badan POM
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Gambar Pembahasan Permenpan RB 59/2020 dengan Narasumber dari Menpan RB

Narasumber dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
menjelaskan secara rinci terkait audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
yang perlu dilakukan oleh masing +masing Kementerian/ Lembaga pada setiap
tahunnya. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan
komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi
informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
Ketetapan terkait audit TIK diatur oleh dua Lembaga yaitu BPPT dan BSSN. BPPT
mengatur Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi
sedangkan BSSN mengatur Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan
Infrastruktur dan Aplikasi. Pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi ini
dilakukan oleh Lembaga Audit Swasta Terakreditasi (LATIK).

Rapat Sosiallsasi SPBE Permen PAN dan RB No.

PENJELASAN INDIKATOR AUDIT Al

KRITERIA KEMATANGAN TX 3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan keglatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan
pedoman Audit Aplikasi SPBE.

KONDIS!: kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

BUKTI KEGIATAN :
+ Laporan Audit Aplikasi/infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan Perban BPPT tentang

Gambar Pembahasan Permenpan RB 59/2020 dengan Narasumber dari BPPT




Rapat Sosialisasi SPBE Permen PAN dan RB No.

Gambar Peserta Pertemuan Pembahasan Permenpan RB 59/2020

Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan terkait audit
keamanan infrastruktur dan aplikasi. Audit keamanan infrastruktur dan aplikasi
untuk menilai tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (Information
Security Management Maturity Model). Tingkat kematangan manajemen
keamanan informasi dinilai berdasarkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
(SMKI) berdasarkan ISO 27001:2013.

Rapat Sosialisasi SPBE P

Gambar Pembahasan Permenpan RB 59/2020 dengan Narasumber dari BSSN

Selain, kedua pertemuan tersebut, Pusdatin juga menghadiri undangan dari
Menpan RB dan Kominfo dalam rangka sosialisasi peraturan terbaru terkait SPBE,
baik terkait indikator audit SPBE yang ada di Permenpan RB 59/2020, Satu Data,

Pusat Data Nasional, dan lain-lain.

Audit SPBE dengan Pemenuhan Data Dukung SPBE pada Aplikasi SPBE

Pada pelaksanaan audit SPBE yang dilaksanakan oleh Menpan RB, Kementerian/
Lembaga melakukan pengumpulan data dukung audit SPBE pada aplikasi SPBE
(https://monev.spbe.go.id/). Pengumpulan data dukung ini dilakukan maksimal
tanggal 22 Juni 2021 untuk dapat dievaluasi oleh tim audit Menpan RB.

Badan POM melakukan beberapa kali pertemuan dengan unit teknis untuk

mengumpulkan data dukung audit SPBE. Pertemuan pertama yang



https://monev.spbe.go.id/

dalam rangka persiapan audit SPBE adalah untuk pembahasan data dukung

SPBE. Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu-Jumat, 19-21 Mei 2021. Pada
pertemuan ini, Pusdatin menjelaskan data dukung yang perlu disiapkan oleh
masing imasing unit teknis untuk audit SPBE.
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Pusat Data dan Informasi

Kepada Yth. Bapak/Ibu mohon

Gambar Pembahasan Data Dukung Audit SPBE dengan Unit Teknis

Setelah semua data dukung yang dikumpulan oleh unit terkumpul, maka Badan
POM melakukan pertemuan dengan narasumber dari Telkom University untuk
memberikan penjelasan terkait data dukung SPBE yang sesuai dengan
Permenpan 59/2021. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 25 Mei 2021
bertempat di Novotel Cikini, Jakarta.

Pada pertemuan tersebut dijelaskan tentang data dukung yang sesuai untuk
disubmit pada indikator 1 sampai dengan indikator 47. Dari pertemuan tersebut,
maka unit teknis dapat lebih memahami data dukung yang sesuai dengan
Permenpan RB 59/2020 dan dapat melakukan perbaikan data dukung jika

diperlukan.
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Gambar Pembahasan Data Dukung SPBE dengan Narasumber dari Telkom University

Setelah semua data dukung audit SPBE di submit pada 22 Juni 2021 pada aplikasi
SPBE, maka Pusdatin mengundang narasumber dari Telkom University untuk
melakukan penilaian terhadap data dukung SPBE yang telah disubmit sekaligus
untuk mempersiapkan interviu yang akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB.
Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 26 Agustus 2021. Hasil pertemuan
tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa data dukung yang sudah sesuai dan
ada beberapa dukung yang belum sesuai. Untuk data dukung yang belum sesuai

masih dapat dijelaskan pada saat interviu audit SPBE.

Pelaksanaan
Penilaian Interviu

Evaluasi SPBE Tahun 2021
23 Agustus-7 September 2021
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Gambar Penilaian Data Dukung SPBE Badan POM oleh Narasumber dari Telkom University

Interviu Audit SPBE Secara Online
Sebelum pelaksanaan interviu oleh Kemenpan RB, maka Badan POM telah

melakukan beberapa pertemuan untuk persiapan interviu audit SPBE. P.




tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting ada Selasa, 31 Agustus 2021. Pada
pertemuan tersebut dibahas strategi untuk menjawab pertanyaan auditor pada
saat interviu audit SPBE.
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Gambar Peserta Pertemuan dalam Rangka Persiapan Interviu Audit SPBE

Pelaksanaan Interviu SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB
pada 3 September 2021 dihadiri oleh auditor dari universitas yang bekerjasama
dengan Kementerian PAN dan RB dan perwakilan dari unit teknis yang ada di
Badan POM. Nilai self assestment Badan POM untuk indeks SPBE adalah 4,14
sedangkan hasil penilaian indeks SPBE oleh Kementerian PAN dan RB adalah
2,91. Adanya perbedaan nilai yang cukup signifikan antara self assessment dan
audit Menpan RB kemungkinan disebabkan kurang pahamnya auditor terkait data
dukung yang disubmit oleh Badan POM. Penjelasan yang diberikan oleh Badan
POM terkait data dukung SPBE pada saat interviu juga tidak dapat diberikan

maksimal karena waktu interviu yang terbatas hanya 2 (dua) jam saja.




Gambar Peserta Pusdatin untuk Interviu Audit SPBE oleh Menpan RB secara Online

Berdasarkan Permenpan nomor 59/2021, nilai indeks yang merepresentasikan

tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat

seperti tertera pada Tabel dibawah ini:

No. Nilai Indeks Predikat
1 4,2-5,0 Memuaskan
2 3,5-<4,2 Sangat Baik
3 2,6-<3,5 Baik
4 1,8-<2,6 Cukup
5 < 1,8 Kurang

Predikat Penilaian SPBE berdasarkan Permenpan RB 59/2020

Dari tabel di atas, nilai indeks SPBE Badan POM 2,91 mendapatkan predikat

baik.
Hasil Evaluasi SPBE 2021

Penerapan Manajemen SPBE

Gambar Hasil Evaluasi SPBE Badan POM 2021 dalam Bentuk Chart




Nama Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan

: Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Indeks SPBE : 201
Predikat SPBE

Domain Kebijakan SPBE

Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE
Domain Tata Kelola SPBE

Perencanaan Strategis SPBE

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penyelenggara SPBE

Domain Manajemen SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Audit TIK

Domain Layanan SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Gambar Hasil Evaluasi SPBE Badan POM 2021 per Domain SPBE

Dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB, nilai Badan POM masih kurang
dalam hal domain manajemen SPBE dan domain tata Kelola SPBE. Oleh karena

itu, diperlukan peningkatan pada beberapa domain yang nilainya masih kurang.

2. Pelaksanaan Awareness Terkait SPBE

Pelaksanaan awareness terkait SPBE adalah hal yang penting dilakukan karena saat
ini seluruh staf Badan POM belum memahami dengan jelas terkait regulasi SPBE.
Oleh karena itu, beberapa pertemuan telah diselenggarakan untuk meningkatkan
pemahaman terkait SPBE.

Pertemuan terkait awareness SPBE yang diselenggarakan oleh Pusdatin telah
dilaksanakan beberapa kali misalnya untuk pembahasan terkait Permenpan RB/2020
dan pembahasan enterprise arsitektur SPBE.

Awareness enterprise arsitektur SPBE diselenggarakan di Hotel Manhattan,
Kuningan, Jakarta pada Jumat, 10 Desember 2021 dengan mengundang narasumber
dari BPS. Pada pembahasan tersebut dibahas bahwa implementasi enterprise

arsitektur melibatkan visi dan strategi, proses bisnis, data, aplikasi dan infrastruktur.

DENGAN
ARSITEKTUR SPBE
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Gambar Arsitektur SPBE




Gambar Pertemuan Awareness Digital Enterprise Arsitektur

Pembahasan lainnya terkait awareness SPBE juga diselenggarakan oleh
Kementerian/ Lembaga lainnya baik oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Awareness SPBE yang diselenggarakan Kementerian/
Lembaga dan diikuti oleh Pusdatin adalah terkait Audit Infrastruktur dan Aplikasi
SPBE, Pusat Data Nasional, Satu Data, Penyelarasan Arah Kebijakan Pelaksanaan
Program dan Inisiatif Strategis Dalam Rancangan Perpres Arsitektur SPBE Nasional,
Mekanisme dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Clearance PAGU Indikator
Belanja TA 2022 dan lain-lain.

Konsultasi Perencanaan Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM
Enterprise Architecture (EA) Badan POM disusun sesuai dengan tujuan dari Pimpinan
Badan POM yang mengacu pada rencana strategi atau rencana pembangunan jangka
menengah Badan POM. Enterprise Architecture juga harus dapat memotret kondisi
yang ada di Badan POM saat ini untuk proses bisnis, aplikasi, data, infrastruktur
teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi, keamanan dan layanan. Selain itu,
Enterprise Architecture (EA) Badan POM harus memberikan gambaran arsitektur
teknologi informasi ke depannya, menjelaskan gap analisis dan cara untuk mengatasi
gap tersebut. Selain itu, dokumen Enterprise Architecture (EA) juga harus mencakup
roadmap teknologi informasi yang harus dilakukan kedepannya.

Untuk dapat membangun Enterprise Architecture (EA) yang sesuai dengan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik maka dibutuhkan konsultan Perencanaan
Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM yang memahami arah
pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diharapkan
spesifikasi pembangunan Enterprise Architecture (EA) yang akan dibuat di Badan
POM akan sesuai dengan kebutuhan Badan POM dan sejalan dengan
pengembangan e-government pemerintah. Oleh karena itu, disusunlah kegiatan

Perencanaan Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM yang diharapkan

dapat membantu dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk pembangunan
Enterprise Architecture SPBE Badan POM.




Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu Badan POM dalam membuat

perencanaan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan
penyusunan Enterprise Architecture Badan POM menuju Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang mendukung Reformasi Birokrasi.
Sasaran dari kegiatan ini adalah dapat menghasilkan rincian spesifikasi dan
kebutuhan teknis dalam penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM serta
teknologi pendukung implementasinya sesuai dengan regulasi pemerintah terkait
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta mendampingi Pusdatin dalam proses
penetapan KAK dan finalisasi spesifikasi untuk proses lelang.
Lingkup Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a. Membuat spesifikasi teknis dan KAK untuk Penyusunan Enterprise Architecture
SPBE Badan POM yang mencakup:
1) Tenaga ahli
2) Lingkup pekerjaan
3) Membuat perkiraan perhitungan harga untuk setiap pelaksanaan kegiatan
berdasarkan metode pengadaan lelang sesuai dasar hukum yang jelas.
4) Draft Kontrak, SSKK, SSUK
5) Membuat tahapan rencana kegiatan yang mendukung proses penyusunan
Enterprise Architecture Badan POM
b. Membuat tools excel untuk assessment dan analisa awal terhadap proses bisnis
Badan POM untuk perencanaan penyusunan Enterprise Architecture Badan POM
c. Membuat tools penerimaan pekerjaan sesuai spesifikasi KAK yang dibuat.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pusdatin telah beberapa kali melaksanakan
pertemuan dengan konsultan bersama dengan narasumber dari BPS. Pertemuan
pertama dilaksanakan melalui zoom meeting dengan tujuan menyusun spesifikasi
teknis Enterprise Arsitekur Badan POM. Pertemuan pertama dilaksanakan pada,
Selasa, 27 Juli 2021 yang merupakan perkenalan awal terkait Enterprise Arsitektur

SPBE dengan narasumber dari BPS.

Gambar Pembahasan KAK Enterprise Arsitektur SPBE dengan Narasumber BPS _qsi




Pertemuan selanjutnya dilaksanakan setelah konsultan menyusun draft KAK untuk
kemudian dibahas pada Pertemuan Pembahasan Prosedur Teknis Lelang Jasa
Konsultansi Enterprise Arsitektur SPBE Badan POM yang dilaksanakan pada
Kamis, 30 September 2021 dan dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat |,
Inspektorat II, ULP Badan POM dan konsultan Perencanaan Penyusunan
Enterprise Architecture SPBE BPOM. Tujuan dari pertemuan ini adalah
membahas prosedur teknis lelang jasa konsultansi dan KAK lelang Enterprise
Arsitektur SPBE Badan POM. Harapannya dengan pertemuan ini maka
penyusunan dokumen lelang dapat disusun sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Gambar Pembahasan KAK dan Dokumen Lelang Enterprise Arsitektur SPBE dengan Inspektorat,
ULP dan Konsultan

Pada Rabu, 10 November 2021 juga dilaksanakan pertemuan dengan
mengundang perwakilan dari Inspektorat I, Inspektorat Il, ULP Badan POM dan
konsultan Perencanaan Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM. Pada
pertemuan ini pembahasan yang dilakukan terkait Pembahasan Draft Kontrak
Enterprise Arsitektur Badan POM. Selain membahas draft kontrak.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari BPS,
dalam hal ini narasumber dari BPS membantu Pusdatin untuk mengkaji spesifikasi
teknis yang telah dibuat oleh konsultan Perencanaan Penyusunan Enterprise
Architecture SPBE BPOM. Pertemuan dilaksanakan pada Kamis, 11 November
2021 dengan fokus untuk melakukan Reviu Draft Kerangka Acuan Kerja Enterprise
Arsitektur BPOM.

/
o/ Baeaneov

Pengacaan s Konsumosi

Gambar Pembahasan KAK dan Dokumen Lelang Enterprise Arsitektur SPBE ¢
dengan Narasumber BPS




Dari beberapa pertemuan yang mengundang BPS, Unit teknis di Badan POM
seperti Inspektorat |, Inspektorat 1, ULP serta konsultan Perencanaan
Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM maka Pusdatin telah berhasil
menyusun spesifikasi pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS), draft kontrak dan
semua kelengkapan lelang lainnya yang kemudian diajukan kepada ULP untuk

dapat diproses lelangnya.

Gambar Pembahasan KAK dan Dokumen Lelang Enterprise Arsitektur SPBE dengan ULP

Kelompok Kerja (Pokja) ULP juga melakukan proses konfirmasi data dukung
lelang Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Enterprise Architecture SPBE
BPOM RI dengan Pusdatin pada Kamis, 23 Desember 2021. Beberapa hal yang
bahas pada saat pertemuan tersebut diantaranya pengalaman konsultan,
persyaratan pendidikan konsultan, jenis usaha yang dipersyaratkan, HPS, dan lain
+lain. Hasil pertemuan ini memperjelas kelengkapan data dukung lelang sehingga
ULP dapat memproses lelang Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan
Enterprise Architecture SPBE BPOM RI dengan segera sehingga tahun 2022
kegiatan Penyusunan Enterprise Architecture di tahun 2022 dapat berjalan dengan
baik.

Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan Peningkatan Indeks SPBE Badan
POM Tahun 2021 adalah sebanyak Rp.361.349.600,- yaitu 99,98 persen dari total
anggaran yang dianggarkan (Rp. 361.417.000) dengan rincian realisasi sebagai
berikut:

41147AL,001.054.521115 (EA) - Belanja Honor Operasionat
atuan Kerja

4114TAL001.054.521211 (EA) - Belanja Bahar
4114TAL.001.054.522131 (EA) - Belanja Jasa Konsultan
4114.7A).001.054.522151 (EA) - Belanja Jasa Profe

4114TA}.001.054.522192 (EA) - Belanja Jasa - Penanganar
Pandemi COVID-19

41147TA1.001.054.524111 (EA) - Belanja Perjalanan Dir

4114TA}.001.054.524114 (EA) - Belanja Perjalanan
Meeting Dalam Kota

Secara keseluruhan maka kegiatan Peningkatan Indeks SPBE Badan PO

2021 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan output yang dih




Computer Security Incident Response Team (CSIRT)

Dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim
Tanggap Insiden Siber menyebutkan bahwa insiden siber adalah suatu atau
serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem
Elektronik, sehingga perlu dibentuk tim tanggap insiden siber terdiri dari sekelompok
orang yang bertanggung jawab menangani insiden siber. Selain itu amanat
pembentukan CSIRT tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,
dimana BSSN memiliki target untuk membentuk 121 CSIRT di sektor Pemerintah
selama 5 (lima) tahun.
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim BPOM CSIRT 2021 antara lain:
a. SK Tim BPOM CSIRT
Pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di Badan
POM ditindaklanjuti melalui Keputusan Sekretaris Utama  No.
HK.02.02.2.1.21.06.21.141 tahun 2021 pada tanggal 1 Maret 2021. BPOM-CSIRT
memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan insiden keamanan siber
terhadap asset yang dikelola oleh BPOM. Dalam melakukan penanggulangan dan
pemulihan BPOM-CSIRT berkoordinasi dengan konstituen, BSSN atau pihak
lainnya untuk insiden yang tidak dapat ditangani. SK Tim BPOM-CSIRT Tahun
2021 beranggotakan perwakilan staf dari Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanana serta Direktorat Siber Obat dan Makanan, dengan susunan sebagai
berikut:

1. Pengarah . Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan
2. Penanggungjawab . Deputi Bidang Penindakan
3. Ketua . Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan
Makanan
4.  Wakil Ketua . Direktur Siber Obat dan Makanan
5. Sekretaris . Subkoordinator Subkelompok Substansi
Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Anggota
Koordinator Tim . Koordinator Perencanaan dan Keamanan
Penanggulangan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemulihan Insiden

Sub Tim Pengelola Jaringan dan Peladen
a. Koordinator . Koordinator Kelompok substansi infrastruktur
Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Anggota M Novan Satriono, S.Kom

Winayu Budi Wardhani, S.Kom
Salim Akhtur Permadi, S.Kom
Lamhot Alfianto Destian, A.Md.Kom
Nurlaila Sari, A.Md. Ml
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Sub Tim Keamanan Informasi
a. Koordinator . Subkoordinator Subkelompok Substansi Sistem
Keamanan Data Dan Informasi
Irza Hartiantio R, A.Md
Anggi Septian Hidayat, S.Kom., CEH
Muhammad Mubdya Barry Sahya, S.Tr.Kom
Sigit Ariwibowo.S.Tr.Tp
Siti Masyitoh, S.Kom
Maria Melisa, S.Farm, Apt
DjohanSunaryadi, A.Md.
Dyah Aprilia Retno Anggraeni, A.Md
9. Sannie Ragistia, A.Md
Sub Tim Administrator Situs Web dan Aplikasi

a. Koordinator . Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi
b. Anggota Dwi Resmiyarti, S.Farm, Apt

Firmadi Biastiko, S.Kom

Judhi Saraswati, SP,MKM

Bowo Umbardiono, S.Kom

Diniarti Nayu Pratiwi, S.Kom

Vinsca Pramesthi, A.Md

Akhmad Winarno, S.Kom

b. Anggota
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1) Pengarah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab
yaitu:

a) Memberikan arahan terkait Computer Security Incident Response Team
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di lingkungan
Badan Pengawas Obat Dan Makanan; dan

b) Menetapkan kebijakan terkait Computer Security Incident Response
Team Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di
lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

2) Penanggungjawab mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: Bertanggung
terhadap keseluruhan kegiatan Computer Security Incident Response Team
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di lingkungan Badan
Pengawas Obat Dan Makanan;

3) Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

a) Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di
BPOM-CSIRT;

b) Menyediakan Point Of Contact (POC) untuk Nama DKI Jakarta-CSIRT,
berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;

c) Bertanggungjawab dalam pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan
untuk mengoperasionalkan layanan BPOM-CSIRT;

d) Mengkoordinasikan BPOM-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak

terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM-

CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;




4)

5)

6)

Memantau operasional dan kinerja BPOM-CSIRT,;

f)  Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BPOM-
CSIRT;

g) mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

h) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan.

Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tugas dan

tanggungjawab ketua dalam mengkoordinasi, memantau dan menyusun

laporan kegiatan Computer Security Incident Response Team Badan

Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di lingkungan Badan

Pengawas Obat Dan Makanan;

Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

a) Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan  meliputi
administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan (BPOM-CSIRT);

b) Membantu Ketua (BPOM-CSIRT) dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya; dan

c) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.

Anggota:

Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, mempunyai tugas

dan tanggung jawab yaitu;

a) Menjadi narahubung untuk BSSN-CSIRT dan melakukan tugas
koordinasi apabila terjadi insiden siber;

b) Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BPOM-CSIRT dan
memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;

c) melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan
tepat;

d) melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (vulnerability) yang
ditemukan;

e) Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;

f)  Melakukan analisis risiko;

g) Melakukan audit atau penilaian keamanan; dan

h) Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga)

Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim

Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator.




a) Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server mempunyai tugas dan tanggung

jawab yaitu;

Vi.

Vii.

Viil.

Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa
dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (baseline)
jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;

Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan
deteksi intruksi di jaringan dan analisa log di Server ;

Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan
Server;

Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan
(vulnerability) dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
Melakukan pemantauan lalulintas jaringan dan memeriksa apabila
terdapat anomali di jaringan;

Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan peladen sebagai
solusi;

Berkoordinasi dengan Internet Service Provider (ISP), jika
diperlukan; dan

Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

b) Sub Tim Keamanan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab

yaitu;

Vi.

Vil.

viii.

Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;

Melakukan klasifikasi insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas
insiden;

Melakukanan alisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi
penyebab insiden siber;

Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber
Melakukan perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah
insiden terulang kembali;

Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang
ditemukan;

Melakukan audit ataupenilaiankeamanan;

Melakukan analisis risiko; dan

Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.




c) Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi mempunyai tugas dan

tanggung jawab yaitu:

i. Melakukan pengelolaan terhadap konten situs web atau sistem
informasi dan komunikasi lainnya;

ii. Menyalin data secara berkala dan menyiapkan situs web cadangan
sebaga isolusi sementara apabila terjadi insiden siber;

iii. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan

iv. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden

siber maupun temuan celah keamanan.

b. Launching BPOM CSIRT

Setelah terbitnya Keputusan Sekretaris Utama sebagai salah satu tahapan dalam

rangka implementasi CSIRT di Badan POM maka diadakan launching BPOM-

CSIRT. Launching secara resmi dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan

Kepala BSSN terkait penetapan institusi yang menjalankan fungsi sebagai CSIRT.

Launching BPOM CSIRT diselenggarakan pada tanggal 3 November 2021 di

Shangri-La Hotel Jakarta dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kegiatan bertujuan untuk:

1) Meresmikan dan menginformasikan bahwa di Badan POM telah terbentuk
suatu tim tanggap insiden siber atau BPOM-CSIRT yang ditetapkan oleh
BSSN.

2) Mengenalkan BPOM-CSIRT kepada konsituennya yang meliputi Seluruh Unit
Pusat dan UPT di Badan POM.

3) Memudahkan BPOM-CSIRT bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga
Negara lain dalam mengatasi berbagai macam insiden yang mengancam
keamanan data dan informasi di lingkungan Kementerian dan Lembaga

Negara di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan siber nasional.

! i @bp_on . B @pusdatin_bpom

Gambar Penyerahan Piagam BPOM-CSIRT oleh Kepala BSSN kepada Kepala BPOM
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Gambar Launching BPOM-CSIRT

c. Peningkatan Kompetensi SDM BPOM CSIRT

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melakukan peningkatan

kompetensi SDM Tim BPOM-CSIRT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang

diselenggarakan baik secara mandiri, kerjasama dengan Instansi lain seperti

Kominfo dan BSSN serta seminar-seminar terbuka yang diselenggarakan oleh

praktisi cyber security diantaranya:

1) Pelatihan Certified Ethical Hacker (Mandiri);

2) Pelatihan CyberOps Associate (Diselenggarakan oleh Kominfo);

3) Pelatihan Mobile App Forensic & Security Testing (Mandiri);

4) Pelatihan Teknis Keamanan Siber Paket | (Diselenggarakan oleh BSSN);

5) Pelatihan Computer Forensic Fundamental,

6) Pelatihan Penetration Testing (Mandiri);

7) Workshop Pengelolaan CSIRT Pemerintahan Pusat dan Daerah
(Diselenggarakan oleh BSSN); dan

8) Pelatihan Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber (Cyber Security
Technical) (Diselenggarakan oleh BSSN).




d. Kegiatan IT Security Assessment (ITSA) Tahun 2021

Kegiatan ITSA dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal
20 24 September 2021 pada aplikasi Website BPOM-CSIRT dalam rangka
persiapan Launching BPOM-CSIRT.

Pelaksanaan Vulnerability Assessment (VA)

Pelaksanaan VA dilakukan untuk mengetahui kerentanan terhadap serangan yang
dilakukan secara mandiri telah dilakukan oleh BPOM-CSIRT terhadap aplikasi
yang ada di Badan POM menggunakan Aplikasi BurpSuite dan BeSecure. Selama
Tahun 2021 VA yang sudah dilakukan sebanyak 11 kali, terdiri dari 10 Aplikasi dan
1 jaringan infrastruktur Badan POM.

Audit Tools Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)

Audit TMPI dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021 di Hotel Aston, TB
Simatupang. Pada Audit tersebut Badan POM mendapatkan nilai 3,74 dimana nilai
tersebut mengalami kenaikan 2,83 atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu
0,91 (Tahun 2019, Tahun 2020 tidak dilakukan assessment oleh BSSN karena
Pandemi). Pemberitahuan perolehan nilai indeks TMPI secara resmi dari BSSN

belum disampaikan.




PERSENTASE PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BPOM
Pada tahun 2021, telah dilakukan pengembangan aplikasi yang dimanfaatkan oleh

stakeholder, baik Pelaku Usaha, masyarakat, dan Unit Teknis dan UPT di Badan POM.

Aplikasi-aplikasi yang telah dimanfaatkan, antara lain:

1.

SIPT Layanan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2020 dan sebelumnya, dalam melakukan pelayanan oleh UPT
menggunakan Webform dalam generate billing. Layanan yang dimaksud diantaranya
adalah Pengujian Pihak ke-3 dan Layanan SKI/SKE. Maka dikembangkan modul
Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Layanan Pihak ke-3 yang terintegrasi
dengan gateway e-Payment. Dengan dilaksanakannya integrasi dengan gateway e-
payment maka mempermudah penelusuran dan pencatatan layanan dan PNPB di

lingkungan Badan POM khususnya layanan pihak ke-3.

SIPT Sampling & Pengujian Versi 3

SIPT adalah aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan
dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012.
Sistem ini mengalami pengembangan setiap tahunnya mengikuti perkembangan
pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Perubahan Sebagian Sistem
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Badan POM pada tahun Februari 2021.
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Gambar Formulir Entri Sampling dan Pengujian

SIPT Penandaan

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Penandaan merupakan sarana
pelaporan hasil pemeriksaan penandaan secara elektronik yang dimanfaatkan oleh
selurun UPT BPOM serta Unit Teknis di Pusat BPOM. Sistem informasi ini

merupakan wujud nyata pemeriksaan post market dari Badan POM dalam pemastian

mutu, khasiat dan keamanan produk.
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Gambar. Sosialisasi SIPT Modul Penandaan

Pemeriksaan Insentifikasi Vaksin

Sistem informasi ini dibangun sejak awal tahun 2021 sesuai dengan amanat dari
Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Aplikasi ini dimanfaatkan
dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai
suplai vaksin COVID-19 hingga penggunaannya di masyarakat. Mekanisme
pelaksanaan intensifikasi pengawalan vaksin COVID-19 antara lain:

a. Intensifikasi pengawalan pengelolaan vaksin COVID-19 di Puskesmas dan RS;
b. Pendampingan perbaikan dalam rangka pengelolaan vaksin; dan

c. Bimbingan teknis pengelolaan vaksin COVID-19 bagi pengelola di PKM dan RS.

Saat ini sarana yang terlibat dalam pelaksanaan intensifikasi pengawalan vaksin
COVID-19 yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Kantor Kesehatan Pelabuhan
(KKP). Pada aplikasi ini, tools hanya berfokus pada pengelolaan Cold Chain Product
(CCP) vaksin COVID-19.
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Gambar Formulir Pemeriksaan dalam Rangka Intensivikasi Covid

SIPT Regionalisasi

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post-market dan meningkatkan kapasitas
serta kapabilitas laboratorium, Badan POM mengembangkan konsep perwilayahan
atau regionalisasi laboratorium. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
sumber daya dan efektivitas pengujian dalam rangka mewujudkan pengujian yang
unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis pengawasan
obat dan makanan.

UPT BPOM melakukan sampling dan input data serta tracking sampel ke dalam
aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) regionalisasi laboratorium.
Pemanfaatan SIPT regionalisasi akan mendukung tujuan peningkatan efektivitas
pengawasan post market oleh Petugas BPOM. Implmentasi SIPT Regional akan
dilakukan pada 7 Region.
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34 Balai Besar/Balai POM dipetakan berdasarkan 3 tipe di atas, kemudian dibagi

menjadi 7 region:
["__~"| b8/Balai POM di Padang, Medan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu

~~_ PADANG _~ B3POM BIM DI

N:“:}/'/Iu/n.umm di Pekanb tombang, Sendsee Lampung, Jembl, Pengial Pinang
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B 88/Balal POM di DKI Jakarta, g, Bandung, Yogyakarta, Serang by
JAKARTA ". :

BB/Balai POM di Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan

BB8/Balal POM di Makassar, Jayapura, Manokwarl, Kendari, Mamuju
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Gambar. Pembagian Region pada Regionalisasi

E-Sertifikasi Fasilitas Bersama

Dengan banyaknya kondisi bangunan ataupun fasilitas produksi yang digunakan
untuk beberapa jenis sediaan maka fasilitas tersebut harus memperoleh sertifikasi
dengan pemenuhan terhadap persyaratan penggunaan fasilitas bersama terlebih
dahulu dari BPOM sebelum produksi Obat dan Makanan guna menjamin mutu,
khasiat dan keamanan hasil produksi Obat dan Makanan nantinya. Oleh karena itu,
guna memudahkan Pelaku Usaha dalam pengajuan dan pemantauan proses
permohonan sertifikasi fasilitas bersamanya maka dibangun aplikasi e-sertifikasi
fasilitas bersama ini sehingga pelaporan progres dapat dipantau kapanpun dan
dimanapun hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam pelayanan publik yang
transparan, efektif dan efisien. Selain itu, mempermudah BPOM dalam memonitoring

dan evaluasi fasilitas bersama yang mengajukan permohonan.

® e-Sertifikasi Badan POM x| +

&« C @ e-sertifikasipom.go.id
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1500533
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Gambar. Tampilan Jenis-jenis Layanan E-Sertifikasi




E-Sertifikasi Registrasi Obat Impor

Aplikasi e-sertifikasi merupakan salah satu dukungan terhadap implementasi
Instruksi Presiden No. 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri
Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik, dimana Badan POM
berupaya melakukan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dalam rangka
membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, efisien dan transparan

bagi pelaku usaha terutama sertifikasi registrasi obat impor.

E-Sertifikasi SPMKO

Badan POM luncurkan Aplikasi Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
Olahan (SMKPO) pada tahun 2021. Sertifikasi SMKPO adalah sistem yang disusun
dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui
pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan.
Sertifikasi ini merupakan pembaruan paradigma pengawasan dari yang selama ini
watchdog control, yaitu bergantung dari hasil pengawasan BPOM, menjadi proactive
control, yaitu pelaku usaha secara mandiri melaporkan hasil audit internalnya kepada
BPOM. Pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)
tahun 2021 meliputi pengembangan terkait alur Sertifikasi Pemenuhan Komitmen dan
Sertifikasi Pemenuhan Standar SMKPO.

uuuuuu

600" 00B8=rB600:

00Heo0

nnnnnnnnnnnn

600”000



10.

= D0saMiseiodtt  BiDsta MasterProses 8 Pandusn

Pengajuan SMKPO

 Pengajuan

A EERE S e

Notvakuasi [ Serana Nomat Jeoissaana || Staws || Abmual | Acton

o @
G a

oo
S

Gambar. Sertifikat SMKPO yang sudah terbit

SIAP UK Komaoditi Obat, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan

SIAP UK merupakan akronim dari Sistem Aplikasi Pengajuan Uji Klinik dan Pra-klinik.
Sehingga pemanfaatan sistem informasi SIAP UK ini mengakomodasi jenis
permohonan uji klinik komoditi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen
Kesehatan dan praklinik untuk komoditi Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen
Kesehatan sehingga dapat memudahkan pengguna layanan dalam mengajukan
permohonan uji klinik dan pra klinik. Selain itu, mempermudah petugas BPOM dalam
memonitoring dan evaluasi pengajuan uji klinik dan pra-klinik dan pendokumentasian
setiap proses terkelola dengan baik. aplikasi ini dapat diakses pada url siap-
uk.pom.go.id.

SIAP UK Modul Kosmetik dan Pangan Olahan

Pada tahun 2021, dilakukan pengembangan aplikasi dengan menambahkan
pengajuan Uji Klinik pada Kosmetik dan komoditi Pangan Olahan. Dalam
implementasi dan pemnfaatan SIAP UK Modul Uji Klinik Pangan Olahan selain dalam
pengajuan tahapan uji klinik, juga telah terintegrasi dengan aplikasi e-Standar
Pangan (Aplikasi Standardisasi Pangan). Dengan demikian Pelaku Usaha atau
pemohon yang telah terdaftar pada aplikasi tersebut dapat langsung registrasi
dengan memasukkan data NPWP. Hal ini mendukung Satu Data Indonesia.

Pada tahun 2021, dilakukan pengembangan aplikasi dengan menambah pengajuan
Uji Klinik komoditi Pangan Olahan. Untuk modul Uji Klinik Pangan Olahan, aplikasi
SIAP UK berintegrasi dengan aplikasi e-Standar Pangan (Aplikasi Standardisasi
Pangan). Dengan demikian pelaku usaha atau pemohon yang telah terdaftar pada

aplikasi tersebut dapat langsung registrasi dengan memasukkan data NPWP.
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Gambar. Tampilan laman registrasi SIAP-UK setelah pengembangan




1. Gateway COVID

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 yang telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Pasal 21 ayat (7)
dan Keputusan Kepala Badan No HK.02.02.1.12.11.20.1126 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan EUA maka Badan POM harus mendukung pengawalan
mutu dan keamanan produk (Vaksin COVID-19) serta integritas sepanjang rantai
suplai Vaksin COVID-19 hingga penggunaan masyarakat. Gateway menjadi sarana
integrasi data dan menampung data distribusi vaksin dan KIPI (Kejadian Ikutan Paska
Imunisasi) dari aplikasi Stakeholder Badan POM membangun Gateway Pelaporan
Pengawasan Vaksin COVID-19. Dengan dibangunnya Gateway ini maka akan
memudahkan hubungan antar aplikasi dengan jenis infrastruktur yang berbeda
(Integrasi data), memudahkan manajemen data yang dikirim, dan mempermudah
pemantauan monitoring distribusi produk Vaksin dan Obat hingga sarana pelayanan
kesehatan oleh petugas badan POM. Saat ini gateway sudah memperoleh informasi
distribusi dari pihak PT Bio Farma dan dari aplikasi SMILE -Kementerian Kesehatan.

J. DASHBOARD | Siste: X | @ UER(KANGSEUN' X | @ Keuangan- Pusdatin X | €& Setelan - Sandi X | . Masuk|Sisteminfor X | Voksin &Obat:Peny X =+ 7 X
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Gambar Dashboard monitoring Gateway

12. Sistem Monitoring Obat (e-Was)

Peredaran obat yang semakin mudah dan luas ditambah dengan adanya pandemi
COVID-19 yang melanda Indonesia, semakin memperberat BPOM dalam mengawasi
peredaran obat di masyarakat. Melalui pemanfaatan dan pembangunan Sistem
Monitoring Obat / E-Was maka sistem ini berkesinambungan untuk memastikan
produksi, distribusi, dan konsumsi obat yang aman dan mudah berhasiat demi
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat melalui pengembangan sistem
pelaporan untuk obat dan bahan obat. Tahun 2021 penyempurnaan dilakukan

terhadap modul pelaporan pada Sistem Monitoring Obat (e-Was Obat) untuk

mengakomodir kebutuhan pelaporan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian




terkait obat dan vaksin, sehingga sistem informasi memberikan manfaat dalam
menggambarkan proses distribusi dari hulu ke hilir (produksi hingga saryanfar).
Proses registrasi tidak hanya dapat dilakukan via web e-Was dengan tautan https://e-
was.pom.go.id tetapi juga difasilitasi dengan pelaporan system to system melalui
Gateway dengan tetap bermuara pada aplikasi e-Was.

Data Sarana Data Pen:

Jenis Sarana* Nama*

Apotek v

Nama Sarana * Nomor Telep«

Apotek testing 1

Alamat * Jalan Percetakan Negara 23 Alzamat Email
Kode Pos * 10580 User ID*
Kabupaten/Kota * Kota Jakarta Pusat Password *
Nomor Telepon * 123
Nomor Fax
Nomor Izin * 1212
Tanggal Terbit Izin * 01/07/2021 =
File Scan Izin * 2375 odf Format PDF dengan Maksimal 2MB
Tanggal Surat Pernyataan * 02/09/2021 )
File Surat Pernyataan * 2375 pdf Format PDF dengan Maksimal 2MB
File Izin OS5 * | ==y P - Ame bt imuan
Gambar Tampilan registrasi saryanfar pada aplikasi E-Was
13. E-BPOM

E-BPOM merupakan layanan publik eksternal yang memfasilitasi ekspor impor obat
dan makanan. Aplikasi ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2014, aplikasi ini
mendukung Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Capaian Penataan
Ekosistem Logistik Nasional yang tujuannya untuk simplifikasi proses bisnis layanan
pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan
repetisi dan duplikasi, dilakukan pengembangan Single Submission (SSM). Tahun
2021 aplikasi diperkaya dengan modul manajemen resiko melalui Indonesia Single
Risk Management (ISRM) juga dikembangkan untuk membantu petugas Badan POM
dalam melakukan pengawasan produk Obat dan Makanan.

|
DIGITALISAS| FORM BAWAAN
KEPERLUAN PRIBADI

Gambar Bimtek Barang Tentengan di Pontianak
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16.

SMART POM

Aplikasi SMART POM adalah aplikasi yang digunakan untuk menyokong Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat
dan Makanan dengan bisnis proses menyampaikan hasil pengawasan kepada K/L/D
terkait untuk ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 aplikasi dikembangkan dengan
penambahan menu Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, yaitu alokasi
anggaran dari Kementerian Keuangan dengan persetujuan DPR untuk digunakan
oleh Dinas Kesehatan dari Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Sedangkan tahun 2021, sistem informasi
ini mengembangkan tools yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
membantu pelaporan kegiatan ke BPOM sehingga mempermudah monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengalokasian DAK sesuai pengelolaan
DAK Nonfisik sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197
Tahun 2020.

Evortala Modul Penilaian UPP

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPP
di lingkungan BPOM melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik
menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Mendukung
penilaian kinerja UPP maka dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem
informasi evortala Modul Penilaian UPP ini. Hasil penilaian internal kinerja UUP di
lingkungan BPOM melalui aplikasi evortala ini dijadikan sebagai acuan untuk
pemilihan lokus evaluasi unit kerja di lingkungan BPOM untuk penilaian evaluasi
kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2021.

a @

QA

Gambar Tampilan Log in Evortala

Evortala Penilaian UPT
Penilaian internal kinerja UPT di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPT
di lingkungan BPOM melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik

menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjan
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terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Mendukung

penilaian kinerja UPT maka dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem
informasi evortala Modul Penilaian UPT ini. Hasil penilaian internal kinerja UUP di
lingkungan BPOM melalui aplikasi evortala ini dijadikan sebagai acuan untuk
pemilihan lokus evaluasi unit kerja di lingkungan BPOM untuk penilaian evaluasi
kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2021.

BPOM
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Gambar Tampilan Evortala

Aplikasi BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk
memudahkan masyarakat dalam pengecekan produk Obat dan Makanan terdaftar di
Badan POM melalui pemindaian 2D barcode ataupun dengan mengecek NIE produk
selain itu melalui aplikasi ini mempermudah penyampaian pengaduan serta
mempermudah memperoleh berita pengawasan Obat dan Makanan yang dapat

diakses dimanapun dan kapanpun.

BEFORE

BPOM MOBILE

Gambar Perubahan interface BPOM Mobile

Aplikasi sudah diunduh oleh lebih dari 169.200 pengguna karena dilakukan
peningkatan kecepatan pemindaian dan penampilan hasil verifikasi produk serta
menambahkan menu Cek NIE dan link aplikasi mobile BPOM lainnya. Pem

BPOM Mobile, antara lain:




Melakukan aktivitas scanning sebanyak 2.447.343 kali;

b. Menyampaikan pengaduan terkait prosuk obat dan makanan sebanyak 396
aduan; dan

c. Pelaporan obat substandar atau ilegal oleh tenaga kesehatan sebanyak 5
laporan.

Diseminasi penggunaan BPOM Mobile terus dilakukan melalui media sosial BPOM,

dan akun Pusdatin BPOM. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan

aplikasi.
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pusdatin_bpom #SahabatBPOM, Aplikasi BPOM Mobile
mengalami pengembangan di Tahun 2020. Saat ini BPOM
Mobile telah dilengkapi dengan menu Cek Izin Edar serta Link
aplikasi BPOM.
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Gambar Diseminasi BPOM Mobile di Sosial Media

Pada 29 Juli 2021, Badan POM melalui inovasi "BPOM Mobile" menorehkan prestasi
dengan menerima penghargaan TOP 45 Inovasi Terbaik dalam Kompetensi Inovasi
Layanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan Kemenpan RB. Pada 9 November 2021
telah dilaksanakan prosesi penghargaan yang dilakukan secara daring. Penghargaan
diterima oleh lbu Kepala Badan POM.

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBEK-~- &g Panrb
Py g &
KLASTER LEMBAGA DAN BUMN .

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
'TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KIPP 2021
- KLASTER LEMBAGA PEMERINTAHAN -
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Gambar Penganugerahan Penghargaan TOP 45 Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi Layanan
Publik (KIPP)




8. Aplikasi Track and Trace (TTAC)

Aplikasi ini digunakan oleh industri farmasi untuk melaporkan data produk yang
mencantumkan 2D barcode, serta digunakan oleh BPOM untuk melihat pergerakan
produk obat dan makanan dari produksi hingga sampai di tangan konsumen. Dengan
aplikasi ini dapat meminimalisir adanya produk palsu dan ilegal di jalur distribusi obat
legal dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Pengembangan yang dilakukan
adalah penyempurnaan pelaporan oleh Pelaku Usaha. Implementasi pengembangan

produk ini dilakukan pada triwulan IIl.

Track and Trace, Anti Counteirfeit
control product System (TTAC System)
Badan Pengawas Obat dan Makanan

- Gémbér Vursérﬁi‘hjtérvféce"‘l‘;TAC —
Dalam pelaksaan kegiatan pengembangan aplikasi TTAC, dilakukan pendampingan
kepada pelaku usaha baik melalui desk konsultasi atau koordinasi melalui media
lainnya. Pada tahun 2021, telah dilakukan desk konsultasi sebanyak 10 kali kepada

18 pelaku usaha.

Desk Ke- Tanggal Pelaku Usaha

1 19 Februari 2021 PT. Tempo Scan Pasific

2 19 April 2021 PT. Servier

3 6 Mei 2021 PT. Anugrah Argon Medica
PT. Abbot Indonesia
PT. Novatrtis

4 22 Juli 2021 PT. Menarini Group

5 27 Agustus 2021 PT. Anugerah Pharmindo Lestari

6 30 Agustus 2021 PT. Sanofi Indonesia

7 23 September 2021  PT. Transfarma Medica Indah

8 24 September 2021 | PT. Astrazeneca Indonesia

9 15 Oktober 2021 PT. Pfizer Indonesia

10 10 Desember 2021 | PT. Pharos Indonesia

PT. Meiji Indonesia

PT. Takeda Indonesia

PT. Biotis Pharmaceutical Indonesia
PT. Boehringer Ingelheim

PT. Mega Lifesciences

PT. United Dico Citas

PT. Anugerah Pharmindo Lestari

Melalui aplikasi TTAC, sudah terdapat 35 item produk yang diaktivasi 2D

otentifikasinya.
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9.

Sistem Aplikasi Bioekivalensi (BE)
Produk obat yang mengandung zat aktif baru membutuhkan penilaian mengenai
efikasi, keamanan dan mutu secara lengkap. Zat aktif baru yang dipatenkan oleh
pabrik penemuan disebut juga obat inovator. Sedangkan untuk produk obat yang
PHUXSDNDQ SURGOPNQVFRI\EXWXKNDQ VWDQGDU PXWX \DQ
bioekivalensi dengan produk obat inovator sebagai produk pembanding (reference
product yang merupakan baku mutu. Oleh karena itu, pemanfaatan system aplikasi
BE ini mempermudah monitoring dan evaluasi standar mutu BE obat copy pada

setiap tahapannya baik oleh Pelaku Usaha maupun petugas BPOM.

% 2 0 m 2

Gambar Tampilan Sistem Aplikasi Bioekivalensi

E-Presensi

Dengan pandemi yang masih belum sepenuhnya meninggal Indonesia maka masih
diimplmentasikan kebijakan Work from Home untuk menanggulangi Covid-19. Guna
menjaga integritas dan akuntabilitas pegawai di masa pandemi maka pengembangan
e-presensi guna mencatat kehadiran ASN baik Work from Home, Work from Office,
Dinas dilakukan dengan pengecekan lokasi user. Selain itu, aplikasi presensi
pegawai ini diintegrasikan dengan aplikasi SIASN untuk dapat menghitung tunjangan
kinerja pegawai sesuai dengan hasil record tarikan absen/presensi pegawai pada

aplikasi tersebut supaya aplikasi presensi pegawai ini dapat meningkat dan

beroperasi.
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Gambar Tampilan Cek Lokasi saat Dinas



1. PPID
Sebagaimana Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 disampaikan bahwa Keterbukaan
Informasi Publik oleh suatu Badan Publik sehingga Pemohon Informasi Publik dapat
memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, tepat dan sederhana melalui
pembangunan aplikasi PPID. Pada tahun 2020, Subsite PPID dan PPID BPOM
Mobile sebagai penunjang pelayanan informasi publik memiliki kendala pada sistem,
sehingga layanan ini telah dinonaktifkan untuk sementara. Hal ini tentunya dapat
menghambat Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh informasi publik Badan
POM secara online. Oleh karena itu tahun 2021 dilakukan perbaikan dan
pengembangan sehingga layanan PPID dan PPID BPOM Mobile dapat beroperasi

kembali dalam diseminasi informasi Obat dan Makanan.

' PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
s s BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN /' PEIABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
wtie BADAN PENGAWAS OBAT

Bukti komitmen keterbukaan informasi,
Badan POM raih predikat Badan Publik Informatif
Tahun 2021

Informasi Publik
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PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

masnrew BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN K

i
W

Form Pengajuan a) Q &

Tampilan Website PPID Tampilan PPID Mobile

22. Contact Center Halo BPOM 1500533

Dengan adanya Contact Center Halo BPOM 1500533 maka masyarakat dapat
melaporkan maupun meminta informasi terkait Obat dan Makanan. Aplikasi Contact
Center dengan beberapa menu layanan publik yang terintegrasi, diantaranya menu
layanan media social twitter @HaloBPOM1500533, telefon, SMS, Email dan Aplikasi
Halo BPOM versi Mobile memudahkan masyarakat dalam melaporkan pengaduan
dan mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Pada tahun 2021 dilakukan
pengembangan aplikasi contact center yaitu pengembangan modul media sosial dan
pengembangan modul whatsapp. Pengembangan ini bertujuan agar media sosial dan
whatsapp berada di dalam aplikasi contact center memberikan manfaat dalam

mempermudah agent dalam merespon pertanyaan dari masyarakat dan masyarakat

dapat memperoleh respons lebih cepat (fast response).
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Gambar Tampilan Baru Aplikasi Contact Center

23. Pengawasan Daring (Crawling)
Menindaklanjuti amanat pengawasan pada peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun
2020 tentang Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring maka dilakukan
pengawasan terhadap produk yang ada di toko daring bertujuan untuk memastikan
produk obat dan makanan yang beredar di toko daring sesuai dengan regulasi yang
berlaku. Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan data-data produk dari toko
daring yang ada, kemudian produk yang tidak memenuhi regulasi akan ditindaklanjut.
Pengawasan penjualan daring ini menggunakan aplikasi pengawasan daring.
Berdasarkan hasil dari aplikasi maka telah dilakukan tindak lanjut berupa takedown

link penjualan sebanyak 286.844 link
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Gambar Tanﬁpilan Péngawasan Daring (Crawling)

24. SIREKA
SIREKA merupakan sebuah Aplikasi Sistem Registrasi Iklan Produk Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran/registrasi iklan produk Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi. Aplikasi berbasis elektronik ini
memberikan kemudahan bagi pelaku usaha saat proses pengajuan iklan yaitu saat

memasukkan rancangan iklan, pengeluaran Surat Perintah Bayar dan |

keputusan hasil penilaian melalui penerapan Tanda Tangan Elektroni



proses pendaftaran iklan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat
Kuasi menjadi mudah, cepat, efisien dan juga transparan.

J,, SIREKA Sistem Informasi Registrasi Iklan (©) +62857-6554-6186

BERANDA LOGIN REGISTRASI  INFORMASI v REGULASI  BANTUAN v

Tata Cara Registrasi
Iklan OT, OK dan SK
Melalui

PB-UMKU di Sistom K/L vatuk

llllllllll

Gambar Tampilan SIREKA

25. INRASFF

26.

Aplikasi Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), merupakan
sistem yang dibangun sebagai komunikasi antar Tim INRASFF Kementrian/Lembaga
dengan Tim INRASFF BPOM untuk memberikan peringatan dini dan percepatan
tindak lanjut terhadap kejadian dalam keamanan pangan. Tahun 2020, aplikasi ini
mengalami kendala sehingga tidak dapat beroperasi oleh karena itu dilakukan
perbaikan pada tahun 2021 sehingga apalikasi dapat dimanfaat dalam memberi alert
dalam pencegahan keamanan pangan olahan secara dini. Menu yang diperbaiki
diantaranya modul dashboard, modul berita, modul penyampaian informasi awal/data
dan modul proses downstream dan upstream tim INRASFF sebagai modul utama
komunikasi antar tim INRASFF.
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Gambar Tampilan user interface Aplikasi INRASFF

Aplikasi e-Standar Pangan

Aplikasi e-Standar Pangan adalah aplikasi online berbasis web yang disusun sebagai
bentuk sistem elektronik dari pengajuan berkas permohonan izin penggunaan, proses
verifikasi berkas permohonan, dan proses pengkajian BTP (perluasan kategori
pangan), Bahan Baku, & Kategori Pangan. Pengembangan aplikasi e-Standar
Pangan BPOM, Beberapa modul yang sudah dikembangkan di tahu 21

diantaranya permohonan bahan tambahan pangan baru, permohonan pa




rekayasa genetik (stacked dan single), permohonan inovasi, permohonan kemasan,

dan menu bahan penolong dan PRG.
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IKU 1 INDEKS KEPUASAN LAYANAN TIK
Kepuasan Layanan TIK adalah kepuasan layanan data, sistem informasi, infrastruktur,

perencanaan dan keamanan TIK di BPOM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna Layanan TIK di BPOM dalam

memperoleh pelayanan dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pendapat

pengguna layanan TIK diperoleh dengan hasil survey yang dilaksanakan pada bulan
Januari 2021 dan Desember 2021.

1.

Dukungan TIK Selama WFH
Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi,
keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih,
dalam era otonomi ini perlu mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance).
WFH tidak akan menjadi kendala dalam produktivitas, terutama pada penyelenggara
dan/atau pelaksana pelayanan publik. Hal tersebut karena dukungan kecanggihan
teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media yang memiliki fitur pertemuan
berbasis elektronik (teleconferencedan sebagainya. penggunaan teknologi informasi
oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi lingkungan
pemerintah, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
Sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi,
transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik.
Untuk mendukung pegawai Badan POM dalam melaksanakan kegiatan bekerja dari
rumah lebih maksimal, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan
beberapa kegiatan untuk mendorong keefektifan, keamanan dan kerahasiaan data
yang terdiri dari:
a. Layanan Video Conference
Kehadiran teknologi informasi dalam suatu organisasi merupakan alat bantu
untuk mendukung proses kerja. Sistem informasi berbasis teknologi informasi
merupakan sarana yang strategis dari suatu organisasi yang memiliki lingkup
dan beban kerja yang besar serta membutuhkan kecepatan, ketepatan dan
keakuratan data maupun informasi.
Badan POM memiliki sistem jaringan yang cukup kompleks namun terintegrasi.
Jaringan internet dan aplikasi menjadi sangat penting karena menjadi salah satu
faktor utama penunjang kelancaran proses kerja.

Teknologi video yang dapat bertukar data berupa suara dan gambar disebut video

conference. Teknologi ini memungkinkan user dapat berkomunikasi




secara virtual tanpa batas dan jarak. Saat ini teknologi video conference masih

terus berkembang misalnya teknologi internet yang menyediakan fitur video
conference, dengan perangkat yang mendukung teknologi internet yaitu computer
yang dilengkapi oleh kamera perekam (webcam) atau alat pendukung lainnya
untuk video conference.
Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari sumber pesan
kepada penerima pesan, sehingga penerima pesan memiliki pemahaman akan
makna pesan serupa dengan makna yang dimiliki sumber. Komunikasi
mencakup penyampaian dengan cara verbal maupun nonverbal, seperti gerak
tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Komunikasi online adalah proses
penyampaian pesan yang dilakukan secara online, yang berarti terjadi dalam
jaringan internet, dan biasanya dilakukan pada fasilitas serta media elektronik.
Salah satu bentuk komunikasi online adalah video conference.
Video Conference merupakan komunikasi baik audio maupun video secara real
time berbasis IP atau Internet. Manfaat video conference diantara komunikasi
lebih efektif dan cepat, efisien dari segi waktu, jarak, tenaga, dan juga biaya.
Terlebih dengan kondisi BPOM yang memiliki Kantor Pusat dan Balai Besar/Balai
POM di 34 propinsi seluruh Indonesia dan tambahan 39 Loka (Perubahan status
Kantor Loka POM di Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan) Kehadiran video
conference membantu mempercepat dan mengefisienkan waktu dan biaya untuk
penyampaian informasi dari BPOM Pusat ke seluruh Balai di Indonesia dan Loka.
Adapun maksud tujuan dari penggunaan Video Confrence di Badan POM
1) Menyediakan komunikasi jarak jauh untuk Pegawai BPOM untuk melakukan
meeting antara kantor Pusat, Balai, Loka dan Kementerian Lembaga terkait;
2) Efektif saat melakukan meeting online;
3) Meeting online dapat dilakukan dimana saja selama tercover akses internet;
4) Proses komunikasi menjadi efisien dalam hal waktu, biaya, dan jarak
Target dan sasaran yang ingin dicapai dari penggunaan video confrence ini
adalah sebagai histori participant sebagai pengganti absen jika melakukan
meeting online, dan melakukan pararel beberapa room bersamaan atau diskusi
kelompok.
Tersedianya komunikasi video conference yang mampu menjamin proses
komunikasi menjadi efisien dan perangkat kolaborasi lainnya dapat digunakan
secara simultan untuk melakukan interaksi dengan seluruh Balai, Loka dan
kementerian terkait tanpa batasan waktu dan lebih efisien yang mampu
menunjang kinerja pengawasan Badan POM dan Balai Besar/ Balai POM/ Loka

POM agar dapat mendukung pengawasan obat dan makanan dan terjaminnya

pelayanan kepada stakeholder.
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b. Aplikasi Cloud Berbayar Pemakaian (Zoom Meeting)

Diberlakukannya pembatasan untuk kerja di kantor (work from office) selama
pandemic covid-19 membuat minat meeting online sangat tinggi karena dituntut
professional dalam bekerja, dalam keadaan apapun harus tetap melaksanakan
tugasnya. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari
sumber pesan kepada penerima pesan, sehingga penerima pesan memiliki
pemahaman akan makna pesan serupa dengan makna yang dimiliki sumber.
Komunikasi mencakup penyampaian dengan cara verbal maupun nonverbal,
seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Komunikasi online
adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara online, yang berarti
terjadi dalam jaringan internet, dan biasanya dilakukan pada fasilitas serta media
elektronik. Salah satu bentuk komunikasi online adalah video conference.

Untuk mengatasi masalah tersebut sudah banyak aplikasi yang dapat
me